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Abstrak 
Alih fungsi lahan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu permasalahan strategis dalam bidang 

penataan ruang yang semakin meningkat seiring perkembangan pembangunan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian di DIY 

tahun 2019–2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Metode yang digunakan 

adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari dokumen resmi Pemerintah Daerah DIY, Badan 

Pusat Statistik (BPS), jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber media yang relevan. Analisis data 

menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2019–2024 terjadi penurunan luas lahan pertanian sebesar 5.652 hektar 

atau 9,9 persen, dengan rata-rata alih fungsi 1.130 hektar per tahun. Kabupaten Sleman dan Bantul menjadi wilayah dengan 

tingkat alih fungsi tertinggi, dengan dominasi peruntukan lahan untuk permukiman, pariwisata, dan infrastruktur. Berdasarkan 

analisis teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, seluruh dimensi implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi berada pada kategori kurang optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya 

manusia, rendahnya anggaran pengawasan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta tekanan investasi. Kesimpulannya, 

implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di DIY belum berjalan efektif sehingga diperlukan penguatan 

pengawasan, peningkatan koordinasi kelembagaan, optimalisasi teknologi pengawasan, serta peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian. 

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Implementasi Kebijakan, LP2B, Tata Ruang, Daerah Istimewa Yogyakarta 

1. Pendahuluan  

Alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan wilayah di Indonesia yang 

berkaitan erat dengan penataan ruang dan ketahanan pangan nasional. Fenomena ini terjadi ketika lahan yang 

semula digunakan untuk kegiatan pertanian berubah menjadi fungsi nonpertanian seperti permukiman, industri, 

perdagangan, pariwisata, maupun infrastruktur. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dari dinamika 

pembangunan yang terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan ruang. Dalam perspektif pembangunan 

berkelanjutan, alih fungsi lahan menjadi persoalan penting karena menyangkut keseimbangan antara pertumbuhan 

ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Jika tidak dikendalikan secara tepat, kondisi ini dapat mengancam 

ketersediaan lahan produktif yang dibutuhkan untuk produksi pangan. Oleh karena itu, alih fungsi lahan tidak 

hanya dipahami sebagai fenomena fisik, tetapi juga sebagai persoalan kebijakan publik yang kompleks. 

Alih fungsi lahan juga memiliki dampak yang luas terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dari sisi 

ekonomi, petani berpotensi kehilangan sumber penghidupan utama karena lahan yang mereka kelola beralih fungsi 

menjadi nonpertanian. Dari sisi sosial, perubahan ini dapat menggeser struktur masyarakat agraris menjadi 

masyarakat yang lebih urbanistik. Selain itu, ketimpangan sosial ekonomi juga dapat meningkat akibat perbedaan 

akses terhadap sumber daya lahan. Dari sisi lingkungan, alih fungsi lahan dapat menyebabkan berkurangnya 

daerah resapan air dan meningkatnya risiko bencana seperti banjir. Dengan demikian, dampak alih fungsi lahan 

bersifat multidimensional dan saling berkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya. 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu wilayah yang mengalami tekanan cukup tinggi terhadap 

lahan pertanian produktif. Hal ini disebabkan oleh posisi DIY sebagai daerah tujuan pendidikan, pariwisata, dan 

investasi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan sektor pariwisata mendorong 

peningkatan pembangunan fasilitas seperti hotel, restoran, dan kawasan wisata yang membutuhkan lahan dalam 

jumlah besar. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi turut memperbesar kebutuhan lahan untuk 

permukiman baru. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya persaingan pemanfaatan ruang antara sektor 

pertanian dan nonpertanian. Akibatnya, lahan pertanian semakin terdesak oleh ekspansi pembangunan di berbagai 

sektor. 
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, luas lahan pertanian mengalami penurunan dari 56.832 hektar 

pada tahun 2019 menjadi 51.180 hektar pada tahun 2024. Penurunan tersebut setara dengan 5.652 hektar atau 

sekitar 9,9 persen dalam kurun waktu lima tahun. Data ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan di DIY 

berlangsung secara konsisten setiap tahun. Tren tersebut mengindikasikan adanya tekanan pembangunan yang 

cukup kuat terhadap sektor pertanian. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, laju penurunan lahan tetap 

terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan secara optimal. 

Pemerintah Daerah DIY telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. 

Kebijakan tersebut meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(LP2B), serta sistem perizinan pemanfaatan ruang. Kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 

5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY 2019–2039. Secara normatif, kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi 

lahan pertanian produktif dari alih fungsi yang tidak terkendali. Namun demikian, implementasi kebijakan di 

lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan 

pelaksanaannya. 

Beberapa faktor yang diduga menghambat efektivitas implementasi kebijakan tersebut antara lain keterbatasan 

sumber daya manusia dalam pengawasan tata ruang. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang belum optimal juga 

menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Tekanan investasi dan kepentingan ekonomi jangka pendek turut 

memengaruhi konsistensi penegakan aturan. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan perubahan 

lahan juga masih terbatas. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap status lahan LP2B semakin memperburuk 

kondisi tersebut. Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan pengendalian alih fungsi lahan belum berjalan secara 

maksimal. 

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan 

pengendalian pemanfaatan ruang di DIY. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan yang telah 

dirumuskan dapat diimplementasikan di tingkat lapangan. Selain itu, analisis juga diperlukan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual 

pengendalian alih fungsi lahan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan 

yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada periode 2019–2024. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di DIY. 

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi kebijakan tersebut. Tujuan lainnya adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat 

meningkatkan efektivitas pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian 

implementasi kebijakan publik. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah 

dalam pengambilan keputusan. 

Tinjauan Pustaka 

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Alih fungsi lahan atau konversi lahan merupakan perubahan penggunaan sebagian atau seluruh kawasan lahan dari 

fungsi awalnya menjadi fungsi lain yang dapat memengaruhi kondisi lingkungan. Perubahan ini biasanya terjadi 

akibat adanya tekanan pembangunan dan kebutuhan ekonomi yang terus meningkat. Dalam konteks pembangunan 

wilayah, alih fungsi lahan merupakan fenomena yang sulit dihindari. Hal ini karena kebutuhan ruang untuk sektor 

nonpertanian terus meningkat seiring perkembangan penduduk dan ekonomi. Namun demikian, alih fungsi lahan 

dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan 

pengaturan yang tepat dalam pengelolaan tata ruang. 

Irawan (2005) menjelaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian merupakan perubahan penggunaan lahan dari sektor 

pertanian menjadi nonpertanian. Perubahan ini dapat bersifat sementara maupun permanen, tetapi dalam banyak 

kasus bersifat tidak dapat dikembalikan atau irreversible. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehilangan lahan 

pertanian bersifat permanen dan sulit dipulihkan. Oleh karena itu, pengendalian terhadap alih fungsi lahan menjadi 

sangat penting. Jika tidak dikendalikan, maka lahan produktif akan terus berkurang. Hal ini dapat berdampak pada 

ketahanan pangan dalam jangka panjang. 

Widjanarko et al. (2006) mengklasifikasikan penyebab alih fungsi lahan menjadi tiga kelompok utama. Pertama 

adalah faktor eksternal yang meliputi pertumbuhan wilayah perkotaan, dinamika demografi, dan perubahan 

ekonomi makro. Kedua adalah faktor internal yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi rumah tangga petani. 

Ketiga adalah faktor kebijakan yang berkaitan dengan arah pembangunan daerah. Ketiga faktor ini saling 

berinteraksi dalam mendorong terjadinya alih fungsi lahan. Dengan demikian, alih fungsi lahan merupakan 

fenomena yang kompleks dan multidimensi. 

Dampak alih fungsi lahan bersifat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Dari sisi ekonomi, alih fungsi 

lahan menyebabkan penurunan produksi pangan dan pendapatan petani. Dari sisi sosial, terjadi perubahan struktur 

masyarakat dari agraris menjadi nonagraris. Dari sisi lingkungan, terjadi kerusakan ekosistem pertanian yang telah 

terbentuk dalam jangka panjang. Selain itu, alih fungsi lahan juga dapat meningkatkan risiko bencana ekologis. 
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Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan 

pembangunan. 

2. Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang dalam suatu wilayah. 

Upaya ini dilakukan melalui instrumen perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi administratif. 

Dasar hukum pengendalian pemanfaatan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang sesuai dengan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara terarah dan 

berkelanjutan. Pengendalian ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan 

dan lingkungan. 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan 

pengendalian pemanfaatan ruang. LP2B diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi lahan pertanian 

produktif dari alih fungsi yang tidak terkendali. Dengan adanya LP2B, diharapkan ketersediaan lahan pangan dapat 

terjaga secara berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh 

karena itu, LP2B memiliki peran strategis dalam sistem tata ruang nasional. 

Di tingkat daerah, khususnya DIY, kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang diatur melalui Peraturan Daerah 

DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY 2009–2029. Peraturan ini kemudian diperbarui melalui Perda DIY 

Nomor 5 Tahun 2019. Regulasi tersebut menetapkan zonasi wilayah yang terdiri atas kawasan pertanian, kawasan 

lindung, dan kawasan budidaya nonpertanian. Penetapan zonasi ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang 

secara lebih terstruktur. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan alih fungsi lahan dapat dikendalikan secara lebih 

efektif. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan. 

3. Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III 

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III merupakan salah satu pendekatan 

utama dalam studi administrasi publik. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh empat variabel utama yang saling berhubungan. Keempat variabel tersebut adalah komunikasi, 

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan 

kepada pelaksana dan masyarakat. Sumber daya mencakup tenaga kerja, anggaran, serta fasilitas pendukung. 

Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan. 

Struktur birokrasi merujuk pada sistem organisasi dan mekanisme koordinasi antarinstansi. Keempat variabel ini 

saling memengaruhi dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Jika salah satu variabel tidak berjalan 

dengan baik, maka implementasi kebijakan dapat mengalami hambatan. Oleh karena itu, analisis implementasi 

kebijakan perlu mempertimbangkan seluruh variabel tersebut secara menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, 

teori Edwards III digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di DIY. 

Dengan demikian, teori ini menjadi kerangka analisis utama dalam penelitian. 

Tabel 1. Kerangka Analisis Edwards III 

Dimensi Definisi Indikator Pengukuran 

Komunikasi Kejelasan dan konsistensi informasi 

kebijakan kepada pelaksana dan 

sasaran 

Sosialisasi regulasi LP2B, kejelasan SOP, 

konsistensi pesan antar instansi 

Sumber Daya Ketersediaan SDM, anggaran, 

kewenangan, dan fasilitas yang 

memadai 

Jumlah petugas pengawas, alokasi anggaran, 

sarana teknologi GIS/pengindraan jauh 

Disposisi Komitmen dan sikap pelaksana 

terhadap kebijakan 

Konsistensi penegakan sanksi, integritas aparat, 

koordinasi internal instansi 

Struktur 

Birokrasi 

Mekanisme koordinasi, SOP, dan 

pembagian tugas antar instansi 

Jumlah instansi terlibat, ketersediaan SOP, 

mekanisme monitoring terpadu 

Sumber: Edwards III (1980) 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena 

bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan 

ruang dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan deskriptif 

memungkinkan peneliti untuk memotret kondisi aktual di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel 

penelitian. Studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu wilayah spesifik, yaitu DIY, dengan 

batasan waktu penelitian pada periode 2019–2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konteks implementasi kebijakan yang dikaji. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan 

dan terpercaya. Sumber data tersebut meliputi dokumen resmi Pemerintah Daerah DIY seperti Rencana Tata 
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Ruang Wilayah (RTRW), laporan tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, serta laporan terkait Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Selain itu, data juga diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY yang 

menyediakan data statistik terkait luas lahan dan perubahan penggunaan lahan. Sumber lainnya mencakup artikel 

jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pemberitaan dari media massa yang kredibel. 

Kombinasi berbagai sumber data ini digunakan untuk memperkuat validitas dan kelengkapan informasi penelitian. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan 

mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di DIY. Data yang 

telah dikumpulkan kemudian diseleksi sesuai dengan relevansi terhadap fokus penelitian. Proses ini dilakukan 

untuk memastikan bahwa hanya data yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan yang dianalisis 

lebih lanjut. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki relevansi yang kuat terhadap 

tujuan penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994), 

yang terdiri atas tiga tahapan utama. Tahapan tersebut meliputi reduksi data, yaitu proses pemilahan dan 

penyederhanaan data yang relevan; penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk naratif atau tabel agar 

mudah dipahami; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi akhir berdasarkan pola dan 

temuan yang muncul. Ketiga tahapan ini dilakukan secara simultan selama proses penelitian berlangsung. Dengan 

pendekatan ini, diharapkan hasil analisis dapat menggambarkan fenomena secara sistematis, mendalam, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

3.  Hasil dan Pembahasan 

1. Gambaran Umum Alih Fungsi Lahan Pertanian di DIY 

Alih fungsi lahan pertanian di DIY menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2019–2024. 

Berdasarkan data BPS DIY dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, luas lahan pertanian mengalami 

penyusutan yang signifikan dari tahun ke tahun. Tabel 2 menyajikan data luas lahan pertanian dan alih fungsi lahan 

per tahun di DIY. 

Tabel 2. Luas Lahan Pertanian dan Alih Fungsi Lahan di DIY Tahun 2019–2024 

Tahun Luas Lahan 

Pertanian (Ha) 

Luas Alih Fungsi 

(Ha) 

Persentase 

Penyusutan (%) 

Keterangan 

2019 56.832 – – Tahun dasar 

2020 55.904 928 1,63% Awal pandemi, proyek 

melambat 

2021 54.810 1.094 1,96% Pemulihan ekonomi, proyek 

meningkat 

2022 53.621 1.189 2,17% Investasi pariwisata 

meningkat pesat 

2023 52.340 1.281 2,39% Boom properti & kawasan 

wisata 

2024 51.180 1.160 2,22% Kebijakan ketat mulai 

diterapkan 

Total – 5.652 9,9% Semua data open source 

Sumber: BPS DIY (2024) dan Dinas Pertanahan & Tata Ruang DIY (2024), diolah penulis. 
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Gambar 1. Tren Penyusutan Lahan Pertanian di DIY Tahun 2019–2024  

(Sumber: BPS DIY, 2024, diolah penulis) 

Data pada Tabel 2 dan Gambar 1 menunjukkan bahwa selama periode 2019–2024, total alih fungsi lahan pertanian 

di DIY mencapai 5.652 hektar atau rata-rata sekitar 1.130 hektar per tahun. Laju penyusutan paling tinggi terjadi 

pada tahun 2023 yang mencapai 1.281 hektar, seiring dengan meningkatnya investasi sektor pariwisata dan 

properti pasca-pandemi COVID-19. Meskipun terdapat sedikit perlambatan pada tahun 2024 seiring mulai 

diterapkannya kebijakan pengendalian yang lebih ketat, angka penyusutan masih jauh di atas ambang batas yang 

dapat ditoleransi untuk menjaga ketahanan pangan daerah. 

2. Distribusi Alih Fungsi Lahan per Wilayah 

Alih fungsi lahan pertanian di DIY tidak terdistribusi secara merata di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Sleman 

dan Bantul menjadi dua wilayah dengan tingkat alih fungsi lahan tertinggi, seiring dengan posisinya sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan permukiman di DIY. 

Tabel 3. Alih Fungsi Lahan Pertanian per Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019–2024 

Kabupaten/Kota Luas Alih 

Fungsi (Ha) 

Proporsi 

(%) 

Dominasi Peruntukan Tingkat Risiko 

Sleman 2.105 37,2% Perumahan, Pendidikan Sangat Tinggi 

Bantul 1.540 27,2% Perumahan, Industri Tinggi 

Kota Yogyakarta 820 14,5% Perdagangan & Jasa Sedang 

Kulon Progo 680 12,0% Infrastruktur, Pariwisata Sedang 

Gunungkidul 507 9,0% Pariwisata Rendah 

Total DIY 5.652 100% – – 

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (2024), diolah penulis. 
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Gambar 2. Distribusi Alih Fungsi Lahan Pertanian per Kabupaten/Kota di DIY 2019–2024  

(Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024) 

 
Gambar 3. Komposisi Peruntukan Alih Fungsi Lahan Pertanian di DIY 2019–2024  

(Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2024, diolah penulis) 

Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 2, Kabupaten Sleman mendominasi alih fungsi lahan dengan total 2.105 hektar 

(37,2%) selama periode pengamatan. Tingginya alih fungsi di Sleman berkaitan erat dengan statusnya sebagai 

kawasan penyangga Kota Yogyakarta yang mengalami tekanan urbanisasi sangat tinggi. Sementara itu, Kabupaten 

Bantul menempati posisi kedua dengan 1.540 hektar (27,2%), sebagian besar untuk kawasan perumahan dan 

industri ringan. Gambar 3 menunjukkan bahwa perumahan dan permukiman menjadi peruntukan dominan alih 

fungsi lahan (42%), diikuti pariwisata dan perhotelan (23%), serta infrastruktur dan jalan (15%). 

3. Analisis Implementasi Kebijakan Berdasarkan Teori Edwards III 

Analisis implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di DIY dilakukan menggunakan kerangka teori 

George C. Edwards III (1980) yang mencakup empat dimensi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi. Tabel 4 menyajikan rekapitulasi penilaian terhadap masing-masing dimensi implementasi. 
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Tabel 4. Matriks Analisis Implementasi Kebijakan Berdasarkan Teori Edwards III 

Dimensi Kondisi Aktual Hambatan Utama Skor 

(1–5) 

Kategori 

Komunikasi Sosialisasi regulasi LP2B 

telah dilakukan namun 

belum merata hingga tingkat 

masyarakat petani. Informasi 

mengenai kawasan LP2B 

belum sepenuhnya dipahami 

oleh pemilik lahan. 

Pesan kebijakan tidak 

konsisten antar instansi; 

rendahnya literasi tata ruang 

masyarakat petani; minimnya 

media sosialisasi berbasis 

digital. 

2,4 Kurang Optimal 

Sumber 

Daya 

Jumlah petugas pengawas 

tata ruang sangat terbatas 

(rata-rata 3–5 orang per 

kabupaten). Alokasi 

anggaran pengawasan LP2B 

masih di bawah 5% dari total 

anggaran Dinas Pertanahan. 

Kekurangan SDM teknis; 

keterbatasan anggaran 

pengawasan; belum 

optimalnya penggunaan 

teknologi GIS dan pengindraan 

jauh untuk monitoring lahan. 

2,0 Tidak Optimal 

Disposisi Sebagian besar aparat 

mendukung kebijakan 

LP2B, namun konsistensi 

penegakan sanksi masih 

lemah akibat tekanan 

ekonomi dan politik dari 

investor dan pengembang. 

Lemahnya penegakan hukum 

terhadap pelanggar tata ruang; 

konflik kepentingan antara 

target PAD dan perlindungan 

lahan; sikap permisif terhadap 

pelanggaran kecil. 

2,6 Kurang Optimal 

Struktur 

Birokrasi 

Terdapat minimal 6 instansi 

yang terlibat dalam 

pengendalian tata ruang di 

DIY. Koordinasi berjalan 

parsial. 

Fragmentasi kewenangan antar 

instansi; belum tersedianya 

sistem informasi tata ruang 

terpadu; SOP penanganan 

pelanggaran yang tidak 

seragam antar kabupaten/kota. 

2,2 Kurang Optimal 

Sumber: Analisis penulis berdasarkan data Dinas Pertanahan DIY (2024) dan kajian literatur. 

 
Gambar 4. Penilaian Implementasi Kebijakan Berdasarkan Teori Edwards III di DIY 

(Sumber: Analisis Penulis, 2024) 
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3.1 Dimensi Komunikasi 

Komunikasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di DIY mendapatkan skor 2,4 dari skala 5 (Tabel 4). 

Sosialisasi mengenai regulasi LP2B dan RTRW DIY memang telah dilaksanakan, namun jangkauannya belum 

merata, terutama ke tingkat masyarakat petani di perdesaan. Sebagian besar petani pemilik lahan LP2B tidak 

mengetahui bahwa lahan mereka telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan. 

Kondisi ini diperparah oleh ketidakkonsistenan informasi yang disampaikan oleh berbagai instansi yang terlibat, 

sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. 

Selain itu, pemanfaatan media digital dalam sosialisasi regulasi tata ruang masih sangat terbatas. Portal informasi 

tata ruang milik Pemerintah DIY belum sepenuhnya terintegrasi dengan data LP2B yang dapat diakses secara 

mudah oleh masyarakat umum. Hal ini memperlambat proses diseminasi informasi kebijakan kepada seluruh 

pemangku kepentingan. 

3.2 Dimensi Sumber Daya 

Dimensi sumber daya mendapatkan skor terendah, yaitu 2,0. Ini mencerminkan kondisi yang paling kritis dalam 

implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di DIY. Berdasarkan data Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang DIY (2024), setiap kabupaten rata-rata hanya memiliki 3–5 petugas pengawas tata ruang yang bertugas 

mengawasi seluruh wilayah kabupaten. Rasio ini jauh dari ideal mengingat luasnya wilayah yang harus diawasi 

dan tingginya dinamika pembangunan yang terjadi. 

Dari sisi anggaran, alokasi untuk pengawasan LP2B masih sangat terbatas, yaitu di bawah 5% dari total anggaran 

dinas. Keterbatasan ini berdampak langsung pada minimnya frekuensi inspeksi lapangan, rendahnya kapasitas 

pengolahan data spasial, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengindraan jauh (remote sensing) untuk 

monitoring alih fungsi lahan secara real-time. 

3.3 Dimensi Disposisi 

Disposisi implementor mendapatkan skor 2,6. Secara normatif, sebagian besar aparat pelaksana mendukung 

kebijakan LP2B. Namun dalam praktiknya, komitmen tersebut sering tidak tercermin dalam ketegasan penegakan 

sanksi. Tekanan dari investor, pengembang properti, dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering kali 

membuat aparat bersikap permisif terhadap pelanggaran tata ruang, terutama yang melibatkan investasi bernilai 

besar. 

Konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan perlindungan lahan jangka panjang menjadi 

dilema yang dihadapi para pengambil keputusan di tingkat daerah. Akibatnya, sanksi administratif terhadap 

pelanggaran LP2B jarang diterapkan secara konsisten dan tuntas. 

3.4 Dimensi Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi mendapatkan skor 2,2, mencerminkan tingginya fragmentasi kewenangan dalam pengendalian 

tata ruang di DIY. Sedikitnya enam instansi terlibat dalam proses pengendalian ini: Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang DIY, Dinas Pertanian DIY, Dinas PU ESDM, BAPPEDA, pemerintah kabupaten/kota, serta Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT). Tidak adanya sistem informasi terpadu yang 

menghubungkan seluruh instansi ini menyebabkan koordinasi berjalan lamban dan tidak efektif. 

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi 

Tabel 5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengendalian Tata Ruang di DIY 

Faktor Pendukung Faktor Penghambat 

Adanya regulasi LP2B yang jelas (UU No. 41/2009 dan 

Perda DIY No. 5/2019) 

Lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi di 

lapangan 

Komitmen Pemerintah Pusat melalui program LP2B 

nasional 

Keterbatasan SDM pengawas tata ruang di tingkat 

kabupaten 

Tersedianya data spasial RTRW dan peta LP2B digital Fragmentasi kewenangan antar instansi yang belum 

terkoordinasi 

Dukungan komunitas petani dan organisasi tani lokal Tingginya tekanan investasi dan kepentingan ekonomi 

jangka pendek 

Meningkatnya kesadaran sebagian kalangan 

masyarakat urban 

Rendahnya kesadaran petani pemilik lahan tentang 

status LP2B 

Program insentif petani LP2B (subsidi pupuk, asuransi 

pertanian) 

Nilai ekonomi lahan nonpertanian yang jauh lebih 

tinggi dari pertanian 

Sumber: Analisis penulis berdasarkan kajian dokumen dan literatur (2024). 
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5. Rekomendasi Kebijakan 

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan menggunakan kerangka Edwards III, penelitian ini 

merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pengendalian alih fungsi 

lahan pertanian di DIY, sebagaimana disajikan dalam Tabel 6. 

Tabel 6. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Implementasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan di DIY 

Dimensi Prioritas Rekomendasi Indikator Keberhasilan 

Komunikasi Tinggi Pengembangan sistem informasi tata ruang 

terintegrasi berbasis GIS yang dapat diakses 

publik; sosialisasi LP2B hingga tingkat 

desa/kelurahan menggunakan pendekatan 

komunitas. 

Minimal 80% petani LP2B 

mengetahui status lahannya 

dalam 2 tahun; portal tata 

ruang aktif dan mudah 

diakses. 

Sumber 

Daya 

Sangat 

Tinggi 

Peningkatan jumlah petugas pengawas tata 

ruang minimal 10 orang per kabupaten; alokasi 

anggaran pengawasan minimal 15% dari APBD 

dinas; pengadaan teknologi drone dan satelit 

untuk monitoring berkala. 

Rasio petugas pengawas : 

lahan termonitor meningkat 

3x; frekuensi inspeksi minimal 

2x per tahun per kawasan 

LP2B. 

Disposisi Tinggi Penguatan integritas aparat melalui sistem 

reward and punishment; pembentukan satuan 

tugas (satgas) antikonversi lahan yang 

independen; penerapan sanksi administratif 

secara konsisten dan transparan. 

Tidak ada kasus pelanggaran 

LP2B yang tidak diproses; 

indeks kepuasan masyarakat 

terhadap pengawasan tata 

ruang meningkat. 

Struktur 

Birokrasi 

Tinggi Pembentukan forum koordinasi lintas instansi 

tata ruang DIY yang bersidang minimal 3 bulan 

sekali; penetapan SOP penanganan pelanggaran 

tata ruang yang seragam; pembentukan desk 

pengaduan alih fungsi lahan terpadu. 

Waktu penyelesaian kasus 

pelanggaran tata ruang 

maksimal 30 hari; persentase 

koordinasi terlaksana sesuai 

jadwal ≥90%. 

4.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dalam mengatasi alih fungsi 

lahan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019–2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Alih fungsi lahan pertanian di DIY menunjukkan tren yang terus meningkat dengan total penyusutan mencapai 

5.652 hektar (9,9%) selama periode 2019–2024. Kabupaten Sleman dan Bantul menjadi wilayah dengan alih 

fungsi tertinggi, dan peruntukan dominan adalah perumahan/permukiman (42%) serta pariwisata (23%). 

2. Implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di DIY belum berjalan optimal. Berdasarkan analisis 

menggunakan teori Edwards III, seluruh dimensi implementasi (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur 

birokrasi) masih berada pada kategori kurang optimal dengan skor rata-rata 2,3 dari skala 5. 

3. Dimensi sumber daya menjadi hambatan paling kritis, ditandai dengan keterbatasan jumlah petugas pengawas, 

minimnya alokasi anggaran, dan belum optimalnya penggunaan teknologi monitoring lahan. Sementara itu, 

fragmentasi birokrasi antar instansi dan lemahnya penegakan sanksi menjadi hambatan struktural yang 

memperlemah efektivitas kebijakan. 

4. Diperlukan reformasi kebijakan yang komprehensif, meliputi: peningkatan kapasitas pengawasan melalui 

penambahan SDM dan adopsi teknologi GIS/drone, pembentukan sistem koordinasi lintas instansi yang terpadu, 

penguatan penegakan hukum secara konsisten, serta peningkatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam 

perlindungan lahan pertanian. 
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